BAB YV

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Praktik pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia mengalami perubahan
sejak diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023.
SEMA ini memberikan arahan yang tegas kepada hakim untuk tidak mengabulkan
permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan.
Sebelum SEMA ini diterbitkan, pencatatan perkawinan beda agama dimungkinkan
melalui penetapan pengadilan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Proses ini melibatkan pengajuan
permohonan ke pengadilan, dan banyak putusan pengadilan negeri yang mengabulkan
permohonan pencatatan perkawinan beda agama, dengan mempertimbangkan kesiapan
pemohon, itikad baik, perlindungan Hak Asasi Manusia, dan yurisprudensi. SEMA No.
2 Tahun 2023 mengingatkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang
dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai
dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Hal ini menciptakan situasi di mana pencatatan perkawinan beda
agama menjadi lebih sulit atau bahkan dianggap tidak dapat dilakukan. Sebelum
terbitnya SEMA, pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinan mereka
dapat mengikuti prosedur hukum yang melibatkan penetapan dari pengadilan,
memastikan keabsahan dan kelegalan perkawinan mereka meskipun tidak dilakukan
pencatatan langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, dengan
terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023, hakim diinstruksikan untuk tidak mengabulkan
permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan,
yang secara signifikan mempengaruhi dinamika dan kemungkinan pencatatan

perkawinan beda agama di Indonesia. Ini membuat proses pencatatan perkawinan beda
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agama menjadi lebih rumit dan membutuhkan pertimbangan yang lebih hati-hati dari
pihak pengadilan. Di sisi lain, dalam konteks hukum, masih ada kemungkinan
pengecualian atau pertimbangan khusus yang dapat diberikan oleh pengadilan dalam
kasus-kasus tertentu, meskipun arahan dari SEMA ini memberikan batasan yang jelas.
Meskipun sejak terbitnya SEMA ini hingga saat penulisan kesimpulan ini belum
ditemukan putusan yang menyatakan bahwa hakim menolak permohonan pencatatan
perkawinan beda agama, namun SEMA ini secara tegas memberikan panduan bagi
hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang
berbeda agama dan kepercayaan. Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan
upaya Mahkamah Agung untuk menyamakan dasar hukum yang digunakan oleh
hakim, namun juga mempersempit ruang bagi pasangan beda agama untuk
mendapatkan pengakuan hukum atas perkawinan mereka di Indonesia. Keberagaman
agama dan budaya di Indonesia memang memungkinkan terjadinya perkawinan beda
agama, namun hambatan hukum yang dihadirkan oleh SEMA ini menciptakan
ketidakpastian dan tantangan baru bagi pasangan yang ingin mencatatkan perkawinan
mereka secara resmi. SEMA membuat upaya hukum oleh masyarakat yang akan
mengajukan permohonan pencatatan beda agama sebagai legalitas perkawinan mereka
menjadi tidak dimungkinkan. SEMA ini menjadi instrumen yang bermaksud untuk
mengatur dan menegaskan kembali pentingnya mematuhi hukum agama masing-
masing dalam pencatatan perkawinan, sehingga pengadilan tidak mengabulkan
permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan,
mempertegas batasan hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia.

Sejak diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, pencatatan perkawinan beda
agama di Indonesia menjadi lebih sulit dan bahkan dapat menjadi tidak mungkin untuk
dilakukan. SEMA tersebut memberikan instruksi tegas kepada hakim untuk tidak
mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan
kepercayaan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Akibatnya, terjadi
hambatan hukum yang signifikan bagi pasangan yang ingin melangsungkan

perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam SEMA tersebut, dijelaskan bahwa
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perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang
berlaku dalam masing-masing agama dan kepercayaan, seperti yang diatur dalam Pasal
2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. SEMA ini menimbulkan dualisme hukum bagi hakim dalam memproses
perkara yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama. Dualisme hukum
ini menciptakan situasi di mana hakim harus mempertimbangkan dua aspek yang
bertentangan yaitu mengikuti Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang
memberikan kewenangan untuk memperbolehkan pencatatan perkawinan beda agama
dalam kondisi tertentu, atau tunduk pada SEMA yang melarang pengadilan untuk
mengabulkan permohonan tersebut. Sebelum terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023.
hakim memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan berbagai aspek. termasuk
putusan Mahkamah Agung sebelumnya dan prinsip-prinsip hukum yang melindungi
hak asasi manusia. Namun, dengan adanya SEMA ini, hakim dihadapkan pada arahan
yang sangat spesifik dan tegas yang mengharuskan mereka untuk menolak permohonan
pencatatan perkawinan beda agama. Konsekuensinya adalah ketidakpastian dalam
penegakan hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama. Hakim harus
mempertimbangkan antara kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang
Administrasi Kependudukan dan arahan dari SEMA, menciptakan situasi yang rumit
dan berisiko menghasilkan ketidakadilan. Selain itu, SEMA ini meningkatkan
kemungkinan terjadinya penyelundupan hukum, di mana pasangan beda agama
memilih untuk menikah di luar negeri guna menghindari pembatasan hukum di
Indonesia. Setelah menikah di luar negeri, pasangan tersebut dapat mencatatkan
perkawinan mereka dalam sistem administrasi Indonesia dengan membawa akta nikah
resmi dari negara tempat mereka menikah, tanpa harus melalui prosedur hukum yang
rumit atau mungkin tidak memungkinkan di Indonesia. Meski SEMA tidak memiliki
kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang, pengaruhnya dalam peradilan
sangat signifikan. SEMA memberikan arahan yang harus diikuti oleh pengadilan dalam
mengadili perkara-perkara tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalamnya.

Dalam konteks pencatatan perkawinan beda agama, terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023
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memberikan arahan yang tegas kepada hakim untuk tidak mengabulkan permohonan
pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama. Meskipun tidak memiliki
kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, SEMA ini memiliki pengaruh

besar dalam proses peradilan terkait perkawinan beda agama di Indonesia.
5.2 Saran

1. Pembatalan SEMA No. 2 Tahun 2023

Untuk mengurangi ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.
disarankan agar Mahkamah Agung mencabut SEMA No. 2 Tahun 2023. Pencabutan
ini akan mengembalikan fleksibilitas hakim dalam menilai kasus pencatatan
perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, serta
mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu,
pencabutan ini juga penting untuk menghindari terjadinya dualisme hukum yang
membingungkan dan merugikan masyarakat. Dualisme hukum dapat terjadi ketika
hakim harus memilih antara mengikuti SEMA atau mematuhi Undang-Undang yang
memberikan kewenangan untuk pencatatan perkawinan beda agama, sehingga
menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Dengan pencabutan SEMA,
hakim dapat lebih konsisten dalam mengaplikasikan hukum yang berlaku tanpa

terjebak dalam konflik peraturan yang membingungkan.

2. Pertimbangan Karakteristik SEMA oleh Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebaiknya lebih cermat dalam mempertimbangkan karakteristik dan
dampak dari setiap SEMA yang diterbitkan. Surat Edaran Mahkamah Agung,
meskipun berfungsi sebagai panduan bagi hakim, tidak boleh bertentangan dengan
undang-undang atau membatasi hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang yang
lebih tinggi. Oleh karena itu, sebelum menerbitkan SEMA, Mahkamah Agung perlu

melakukan kajian mendalam mengenai implikasi hukum dan sosialnya.
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3. Perlunya Aturan yang Mengikat Seperti Undang-Undang

Apabila tujuan Mahkamah Agung adalah untuk menyeragamkan dasar hukum dalam
memproses perkara pencatatan perkawinan beda agama, maka seharusnya dikeluarkan
regulasi yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti undang-undang, bukan
hanya kebijakan berupa SEMA. Undang-undang memberikan kepastian hukum yang
lebih kuat dan mengikat seluruh elemen masyarakat, serta melalui proses legislasi yang

melibatkan berbagai pihak dan pertimbangan yang lengkap.
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